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BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Tahun Anggaran 2010 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa
Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
Daerah ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2011 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara
Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota Tahun Anggaran 2011 ; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011, maka perlu dilakukan penyesuaian
penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bab IV Hal-hal
Khusus No. 6 menyatakan : Program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat,
Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat
khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2011.
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Mengingat

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah
Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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25.

26.

27.

28.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Infrastruktur;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
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Menetapkan

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2006 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2010 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2011.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 52), diubah sebagai berikut :
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1.  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
terdiri dari atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 71.725.736.000,00
b. Dana Perimbangan Rp 776.081.068.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp  214.498.986.000,00
JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.062.305.790.000,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung :
1) Belanja Pegawai Rp 669.760.295.000,00
2) Belanja Bunga Rp 481.505.000,00
3) Belanja Subsidi Rp 200.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp  15.676.933.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 24.940.714.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 1.978.600.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 45.433.931.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 966.486.000,00
JUMLAH Rp  759.438.464.000,00
b. Belanja Langsung :
1) Belanja Pegawai Rp 59.815.241.886,00
2) Belanja Barang danJasa Rp 170.238.585.073,00
3) Belanja Modal Rp 136.422.876.041,00
JUMLAH Rp 366.476.703.000,00
JUMLAH BELANJA Rp 1.125.915.167.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) Rp (63.609.377.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 87.237.871.000,00
b. Pengeluaran Rp 23.628.494.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN
NETO Rp  63.609.377.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 Lampiran | diubah, sehingga Pasal 2 Lampiran
I sebagaimana tercantum pada Lampiran | Peraturan Bupati ini.
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Peratu

Agar
Peratu

Ketentuan Pasal 3 Lampiran Il Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga bagian belanja tidak langsung jenis belanja pegawai,
belanja langsung 1.01.1.01.01.01.20. rapat-rapat koordinasi
pendampingan  pelaksanaan  kegiatan, 1.01.1.01.01.16.22.
pengadaan  buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI,
1.01.1.01.01.16.26. pengadaan alat praktik dan peraga siswa
SD/MI, 1.01.1.01.01.16.27. pengadaan alat praktik dan peraga
siswa SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.83. penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren
salafiyah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD,
1.01.1.01.01.16.87. penyelenggaraan paket A setara SD,
1.01.1.01.01.16.106. penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) SMP/MTs dan satuan pendidikan non-Islam setara SMP,
dan 1.01.1.01.01.22.07. penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan ; Dinas Pekerjaan Umum bagian belanja
langsung 1.03.1.03.01.24.06. pembangunan jaringan air
bersih/air minum ;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bagian pendapatan dana penyesuaian dan otonomi Kkhusus,
bagian belanja tidak langsung jenis hibah, dan bagian
pembiayaan jenis penerimaan pembiayaan daerah diubah
sehingga keseluruhan Lampiran Il sebagaimana tercantum pada
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 26 Januari 2011

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd
H. JUNAEDI

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA DPPKAD
Cap
ttd

H. ISTIANTO, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 3



